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ABSTRAK

'HVHQWUDOLVDVL�¿VNDO�GL�,QGRQHVLD�WHODK�GLEHUODNXNDQ�VHMDN�WDKXQ�������NRQVHNXHQVL�GDUL�NHELMDNDQ�WHUVHEXW�
adalah diberikannya kewenangan pengelolaan keuangan kepada pemerintah daerah. Namun dalam penerapan 
kewenangan tersebut terdapat beberapa permasalahan diantaranya adalah apakah pelimpahan kewenangan 
yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan 
ekonomi di daerah. Peran pemerintah pusat dalam membantu pertumbuhan ekonomi di daerah tercermin 
dari berbagai macam dana transfer yang diberikan seperti DAU, DAK dan DBH. Dengan menggunakan data 
provinsi di pulau Jawa dan Sulawesi antara tahun 2010 hingga 2013 serta melihat ukuran desentralisasi 
dengan proxy yang digunakan adalah kemampuan daerah dari transfer dalam penciptaan pertumbuhan 
ekonomi (AII) dan ukuran kemampuan pendapatan asli daerah dalam kontribusinya terhadap pertumbuhan 
ekonomi (AIII) maka akan memberikan gambaran yang lebih objektif pada pertumbuhan ekonomi di daerah 
SDGD�PDVD�GHVHQWUDOLVDVL�¿VNDO��+DVLO�HVWLPDVL�GHQJDQ�PHQJJXQDNDQ�UDQGRP�H̆HFW menunjukkan bahwa 
UDVLR�EHODQMD�PRGDO�WHUKDGDS�WRWDO�EHODQMD�SHPHULQWDK�GDHUDK��LQGLNDWRU�GHVHQWUDOLVDVL�¿VNDO�\DQJ�GLZDNLOL�
kemampuan dana transfer terhadap pembentukan Pendapatan daerah serta kontribusi pendapatan asli 
GDHUDK�WHUKDGDS�WRWDO�SHQGDSDWDQ��PHQ\LPSXONDQ�EDKZD�GHVHQWUDOLVDVL�¿VNDO�GL�,QGRQHVLD�WHODK�EHUGDPSDN�
pada pertumbuhan ekonomi terutama dari kontribusi belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah. 

.DWD�NXQFL���GHVHQWUDOLVDVL�¿VNDO��GDQD�WUDQVIHU��SHUWXPEXKDQ�HNRQRPL��GDWD�SDQHO

Fiscal Decentralization and Economic Growth in Indonesia

ABSTRACT

7KH�¿VFDO�GHFHQWUDOL]DWLRQ�LQ�,QGRQHVLD�KDV�EHHQ�DSSOLHG�VLQFH�������WKH�FRQVHTXHQFHV�RI�WKLV�SROLF\�DUH�
JLYHQ�WKH�¿QDQFLDO�WR�ORFDO�JRYHUQPHQWV��+RZHYHU��WKHUH�DUH�VHYHUDO�LVVXHV�ZKLFK�DUH�ZKHWKHU�WKH�GHOHJDWLRQ�
of authority given by the central government to the local governments that can contribute to economic 
growth in the region in the implementation of authority. The role of central government in helping economic 
JURZWK�LQ�WKH�UHJLRQ�LV�UHÀHFWHG�LQ�WKH�YDULRXV�NLQGV�RI�IXQGV�WUDQVIHU�WKDW�LV�JLYHQ��VXFK�DV�'$8��'$.�DQG�
'%+��%\�XVLQJ�GDWD�RI�SURYLQFHV� LQ�-DYD�DQG�6XODZHVL�EHWZHHQ������DQG������DQG�VHHLQJ�WKH�VL]H�RI�WKH�
GHFHQWUDOL]DWLRQ�RI�WKH�SUR[\�XVHG�LV�WKH�FDSDELOLW\�DUHD�RI�WKH�WUDQVIHU�LQ�WKH�FUHDWLRQ�RI�HFRQRPLF�JURZWK�
(AII) and the measure capability of local revenue in contributing to economic growth (AIII), so that it will 
JLYH�PRUH�REMHFWLYH�RYHUYLHZ� WR�HFRQRPLF�JURZWK� LQ� WKH� UHJLRQ�GXULQJ�¿VFDO�GHFHQWUDOL]DWLRQ��7KH� UHVXOW�
RI� HVWLPDWLRQ�E\�XVLQJ� UDQGRP�H̆HFW� LQGLFDWH� WKDW� WKH� UDWLR�RI� FDSLWDO� H[SHQGLWXUHV� WR� WRWDO� H[SHQGLWXUHV�
RI� ORFDO� JRYHUQPHQWV�� LQGLFDWRU�RI�¿VFDO�GHFHQWUDOL]DWLRQ� UHSUHVHQWHG� WKH� FDSDELOLW\�RI� IXQGV� WUDQVIHU� WR�
the establishment of regional income and the contribution of local revenues to total revenues, concluding 
WKDW�¿VFDO�GHFHQWUDOL]DWLRQ�LQ�,QGRQHVLD�KDYH�DQ�LPSDFW�RQ�HFRQRPLF�JURZWK��HVSHFLDOO\�WKH�FRQWULEXWLRQ�RI�
spending conducted by local governments.
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PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 merupakan 
pintu gerbang reformasi di bidang birokrasi dan 
ekonomi, dengan berlakunya undang-undang 
pemerintah daerah telah diberikan saluran baru 
untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar 
dalam pelayanan umum kepada masyarakat serta 
mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. 
Untuk mendukung berlakunya undang-undang 
tersebut dana pemerintah yang semula dikelola oleh 
pemerintah pusat menjadi wewenang pemerintah 
daerah melalui skema dana transfer.

Transfer pemerintah pusat ke daerah melalui dana 
perimbangan diperkirakan akan mereduksi peranan 
SHQJHORODDQ�¿VNDO�SHPHULQWDK�SXVDW��KDO�VHEDOLNQ\D�
akan dirasakan oleh pemerintah daerah dimana 
proposri total pengeluaran pemerintah daerah 
melalui APBD akan meningkat tajam. Pergeseran 
SHQJHORODDQ�¿VNDO�GDUL�SHPHULQWDK�SXVDW�NH�GDHUDK�
pada umumnya akan berdampak pada peningkatan 
pemerintah daerah dalam melaksanakan pelayanan 
umum kepada masyarakat serta mengatur dan 
mengurus rumah tangga pemerintah daerah itu 
sendiri.

Kemampuan PAD dalam mencukupi anggaran 
belanja daerah sangat dibutuhkan dalam proses 
pembangunan ekonomi, namun pembangunan 
ekonomi tidak dapat berjalan lancar jika hanya 
membebankan kepada pemerintah. Kemampuan 
keuangan daerah yang meningkat dari proses 
desentralisasi akan menimbulkan diskersi daerah 
dalam bidang anggaran, sehingga terdapat 
keterbatasan-keterbatasan tertentu dalam 
penyediaan prasarana dan pemberian layanan 
kepada masyarakat.

Desentralisasi telah mampu meningkatkan 
pendapatan pemerintah daerah yang diharapkan 
mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi 
daerah. Salah satu peran pemerintah daerah dalam 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah 
mengefektifkan belanja pemerintah daerah dalam 
menunjang aktifitas perekonomian masyarakat 
seperti pembangunan sarana umum, selain itu 
dengan pengalokasian yang tepat pada belanja 
pemerintah maka diharapkan pendapatan daerah 
juga akan meningkat.

Untuk menjalankan roda perekonomian 
pemerintah membutuhkan modal yang diantaranya 
didapat dari potensi ekonomi daerah serta transfer 
yang diberikan dari pemerintah pusat. Pertumbuhan 
ekonomi menjadi terhambat jika dalam pemenuhan 
modal pemerintah daerah hanya mengandalkan 

transfer dari pemerintah pusat sebagai salah satu 
bentuk pendelegasian pengelolaan keuangan 
kepada daerah. Manfaat positif dari tingginya dana 
perimbangan pemerintah pusat adalah jika dana 
transfer digunakan untuk konsumsi barang dan 
jasa yang berhubungan dengan kelancaran kegiatan 
ekonomi, transfer untuk pengeluaran konsumsi 
barang dan jasa dari pemerintah pusat memiliki 
hubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi 
(Devarajan, Swaroop, & Zou, 1996). 
0HQXUXW�2DWHV� ������'HVHQWUDOLVDVL�¿VNDO� WHODK�

menjadi sebuah rujukan penting untuk menjadikan 
pertumbuhan ekonomi di daerah menjadi lebih 
EDLN� GDQ� H¿VLHQ�� 'HQJDQ� EHUSLQGDKQ\D� EHEHUDSD�
kewenangan dan pengelolaan keuangan dari 
pemerintah pusat ke pemerintah daerah tersebut 
diharapkan kebijakan publik yang telah dibuat 
PHQMDGL�OHELK�EDLN�GDQ�H¿VLHQ��VHODLQ�LWX�SHOD\DQDQ�
dan penyediaan kebutuhan publik menjadi selaras 
dengan kebutuhan masyarakat dan pemerintah 
daerah. 

Untuk menjalankan roda perekonomian 
pemerintah membutuhkan modal yang diantaranya 
didapat dari potensi ekonomi daerah serta transfer 
yang diberikan dari pemerintah pusat. Pertumbuhan 
ekonomi menjadi terhambat jika dalam pemenuhan 
modal pemerintah daerah hanya mengandalkan 
transfer dari pemerintah pusat sebagai salah satu 
bentuk pendelegasian pengelolaan keuangan 
kepada daerah. Provinsi yang ada di pulau sulawesi 
menunjukkan ketergantungan yang sangat tinggi 
terhadap dana perimbangan tahun 2006 proporsi 
dana perimbangan terhadap pendapatan mencapai 
82 persen. Hal yang sama juga terjadi pada provinsi 
yang berada di pulau kalimantan, namun secara 
berturut turut proporsi dana perimbangan terhadap 
pendapatan daerah menurun hingga tahun 2010. 

Manfaat positif dari tingginya dana perimbangan 
pemerintah pusat adalah jika dana transfer digunakan 
untuk konsumsi barang dan jasa yang berhubungan 
dengan kelancaran kegiatan ekonomik, transfer 
untuk pengeluaran konsumsi barang dan jasa 
dari pemerintah pusat memiliki hubungan positif 
terhadap pertumbuhan ekonomi (Devarajan et al., 
1996). 

Belanja pemerintah yang salah satunya adalah 
untuk pembangunan infrastruktur merupakan sebuah 
bentuk dari investasi. Pada umumnya investasi 
yang dilakukan oleh pemerintah tidak hanya untuk 
mencari keuntungan, namun untuk kelancaran roda 
ekonomi masyarakat. Selain pemerintah investasi 
juga dilakukan oleh masyarakat baik lokal maupun 
internasional. Sumber daya alam dan manusia yang 
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dimiliki daerah merupakan daya tarik bagi penanam 
modal, namun akan lebih menarik jika kelengkapan 
sarana publik yang disediakan oleh pemerintah 
sebagai bentuk dari investasinya dapat dipenuhi. 
0RUULVRQ�GDQ�6FKZDUW]� �������PHQ\DWDNDQ�EDKZD�
bagi penanam modal ketersediaan infrastruktur 
mampu mengurangi biaya faktor produksi. Selain 
itu Globerman dan Shapiro (2002) mengemukakan 
bahwa ketersediaan infrastruktur terutama dari 
pemerintah adalah determinan penting dalam 
mempengaruhi investasi baik dari dalam maupun 
luar negeri.

Peran pemerintah pusat dalam membantu belanja 
pemerintah daerah yang dicerminkan melalui dana 
transfer telah diteliti oleh beberapa penelitian 
empiris. Penelitian Davoodi dan Zou (1998) dengan 
menggunakan analisis endogeneus growth model 
dan data yang digunakan adalah data panel dengan 
jumlah observasi 46 negara maju dan berkembang 
antara tahun 1970 - 1989 menunjukkan bahwa negara 
maju lebih dapat menerima kebijakan desentralisasi 
dari pada negara yang sedang berkembang (33% vs 
20%) dimana pertumbuhan GDP nya juga lebih tinggi 
negara maju yang terdesentralisasi dari pada negara 
berkembang yang terdesentralisasi ( 2% vs 1,6%). 

Penelitian yang lain dilakukan oleh Thornton (2007) 
dengan membandingkan 19 negara yang tergabung 
dalam OECD dan model yang digunakan adalah 
2/6� GLGDSDWNDQ� EDKZD� GHVHQWUDOLVDVL� ¿VNDO� SDGD�
penambahan pendapatan pemerintah daerah melalui 
transfer tidak berdampak kepada pertumbuhan 
ekonomi daerah tersebut. Dari penelitian yang 
telah dilakukan hasil menunjukkan dampak yang 
WLGDN�VLJQL¿NDQ�DQWDUD�GHVHQWUDOLVDVL�¿VNDO�WHUKDGDS�
pertumbuhan ekonomi, hal tersebut dikarenakan 
negara yang tergabung di OECD telah mempunyai 
kemandirian ekonomi yang sangat tinggi, sehingga 
akan menjadi sulit untuk membandingkan antar 
negara anggota OECD. Penelitan yang telah dilakukan 
oleh Nobuo Akai (2002)dengan menggunakan data 
cross section dan Time Series sebanyak 50 negara 
bagian di Amerika Serikat serta mengikuti persamaan 
yang telah dibuat Xie, Zou, dan Davoodi (1999), 
GLGDSDWNDQ�KDVLO� EDKZD�GHVHQWUDOLVDVL� ¿VNDO� DNDQ�
berdampak kepada pertumbuhan ekonomi di negara-
negara bagian tersebut. Ukuran kemampuan daerah 
atau negara bagian di dalam pelaksanaan belanja 
daerah terkait dengan pelimpahan wewenang dari 
pemerintah pusat menunjukkan nilai yang positif 
terhadap produk domestik bruto.

Desentralisasi di indonesia telah membawa 
banyak perubahan baik positif maupun negatif 
terhadap pertumbuhan ekonomi (Anis & Ardi, 

2007; Laras & Priyo, 2008; Muslimin, 2010; Priyo, 
2005). Keberagaman respon dari desentralisasi 
juga telah diteliti oleh Davoodi dan Zou (1998) 
dengan menggunakan menggunakan analisis 
endogeneus growth model dan data panel penelitian 
desentralisasi yang telah dilakukan di berbagai 
negara menunjukkan bahwa negara maju lebih dapat 
menerima kebijakan desentralisasi dari pada negara 
yang sedang berkembang. Sementara penelitian 
yang lain dengan menggunakan analisis OLS data 
panel menyatakan bahwa desentralisasi fiskal 
akan berdampak pada penambahan pendapatan 
SHPHULQWDK�GDHUDK�QDPXQ�GHVHQWUDOLVDVL�¿VNDO�WLGDN�
berdampak kepada pertumbuhan ekonomi daerah 
Thornton (2007). Beberapa penelitian mengenai 
desentralisasi baik di dalam dan luar negeri tersebut 
telah memberikan gambaran bahwa desentralisasi 
fiskal membawa dampak yang beragam kepada 
negara atau wilayah yang lebih maju.

Indonesia yang telah menerapkan sistem 
desentralisasi sejak dikeluarkannya UU nomor 22 
Tahun 1999 diharapkan mampu meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi di daerah sesuai dengan 
karakteristik yang melekat pada daerah tersebut. 
Untuk mengetahui apakah pelimpahan kewenangan 
yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada 
pemerintah daerah dapat berjalan sesuai dengan 
tujuan, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di 
daerah, maka dibutuhkan pengamatan lebih mengenai 
proporsi belanja daerah, kemampuan daerah dari 
transfer dalam penciptaan pertumbuhan ekonomi, 
serta kemampuan pendapatan asli daerah dalam 
kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pendelegasian sebagian urusan kepada daerah 
atau desentralisasi merupakan sebuah alat yang 
digunakan untuk mencapai sebuah tujuan bernegara. 
Tujuan dari pendelegasian sebagian wewenang dari 
pemerintah pusat ke pemerintah daerah adalah untuk 
memberikan pelayanan umum yang baik kepada 
masyarakat dan menciptakan demokratisasi politik 
dalam keputusan publik. Pelimpahan wewenang 
kepada pemerintahan yang lebih rendah diwujudkan 
dengan memberikan kepercayaan kepada daerah 
untuk melakukan pembelanjaan, kewenangan 
pemungutan pajak, pembentukan dewan dan kepala 
daerah yang dipilih oleh rakyat, serta bantuan 
keuangan dalam bentuk transfer dari pemerintah 
SXVDW��'H¿QLVL�GDUL�GHVHQWUDOLVDVL�PHQFDNXS�EHUEDJDL�
aspek yang perlu dipertimbangkan yaitu aspek 
DGPLQLVWUDVL��¿VNDO��SROLWLN�GDQ�SHPEDQJXQDQ�VRVLDO�
ekonomi. 

Desentralisasi  mempunyai empat jenis 
pendelegasian yaitu desentralisasi dibidang urusan 
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administrasi, desentralisasi fiskal, desentralisasi 
politik dan desentralisasi di bidang ekonomi1. 
Pendelegasian di bidang urusan dan administrasi 
merupakan pelimpahan kewenangan, tanggung jawab 
dan sumber daya antar berbagai tingkat pemerintah. 
Dalam desentralisasi pada hakekatnya pemerintah 
mengemban tiga fungsi utama diantaranya fungsi 
GLVWULEXVL�� DORNDVL�GDQ� VWDELOLVDVL� �6WLQJOLW]���������
Dalam fungsi distribusi pemerintah daerah 
mempunyai informasi yang lebih lengkap untuk 
dapat melaksanakan asas pemerataan pendapatan 
kepada masyarakat melalui distribusi pembangunan 
ekonomi serta menjamin adanya keadilan dalam 
mengatur distribusi pendapatan. Fungsi alokasi 
merupakan peran pemerintah dalam mengendalikan 
dan mengalokasikan sumber daya ekonomi termasuk 
alokasi transfer keuangan dari pemerintah pusat. 
Dalam fungsi stabilisasi pemerintah bertindak sebagai 
penyeimbang di berbagai aspek sosial ekonomi seperti 
tingkat pengangguran, harga dan pertumbuhan 
ekonomi. Dalam peran tersebut pemerintah daerah 
dituntut untuk dapat menggunakan berbagai macam 
sumber daya yang dimiliki untuk mengurangi 
pengangguran, menstabilkan harga dan mempercepat 
pertumbuhan ekonomi daerah. Sesuai dengan 
tujuan dari desentralisasi bahwa pemerintah daerah 
diberikan keleluasaan dalam pengelolaan keuangan 
termasuk dana transfer yang diberikan, maka jika 
pemerintah daerah dapat memanfaatkannya secara 
efektif pertumbuhan ekonomi yang stabil akan 
tercapai dan kestabilan tingkat harga dapat dicapai.
'HVHQWUDOLVDVL�¿VNDO�PHUXSDNDQ�VHEXDK�LQVWUXPHQ�

yang digunakan oleh pemerintah dalam mengelola 
pembangunan untuk mendorong perekonomian di 
daerah atau pusat. Kebebasan pemerintah daerah 
dalam mengelola dana transfer yang diberikan oleh 
pemerintah pusat diharapkan dapat memberikan 
kemudahan dalam pengelolaan keuangan sehingga 
pelaksanaan pembangunan di daerah akan tercapai 
dengan baik dan akan berimbas kepada kesejahteraan 
PDV\DUDNDW��'HVHQWUDOLVDVL� ¿VNDO�PHPSXQ\DL� WLJD�
variasi. Pertama desentralisasi berarti pelepasan 
tanggung jawab yang berada dalam limgkungan 
pemerintah pusat ke instansi vertikal di daerah/
pemerintah daerah. Kedua delegasi, yaitu daerah 
bertindak sebagai perwakilan pemerintah pusat 
untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu atas 
nama pemerintah. Ketiga devolusi (pelimpahan), 
yaitu bukan saja implementasi yang diberikan kepada 
daerah, tetapi juga kewenangan untuk memutuskan 
apa yang perlu dikerjakan oleh daerah (Richard & 

1 Tercantum dalam Undang-undang No. 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Villancourt, 2002).
Perjalanan desentralisasi fiskal di Indonesia 

masih mempunyai berbagai macam kelemahan 
dan kekurangan baik dalam konsep maupun dalam 
implementasinya. Masih terdapat berbagai macam 
peraturan yang saling berbenturan yang menyebabkan 
pelaksanaan desentralisasi di Indonesia kurang 
berjalan dengan baik. Pelaksanaan desentralisasi 
¿VNDO�PHQXUXW�+DOLP��������DNDQ�EHUMDODQ�GHQJDQ�
baik apabila Pemerintah Pusat kapabel dalam 
melakukan pengawasan dan enforcement

Penyediaan kebutuhan publik oleh pemerintah dapat 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah 
dalam memenuhi kebutuhan publik tersebut dapat 
mengalokasikan pendapatan pemerintah yang 
diperoleh dari pendapatan asli daerah ataupun dari 
GDQD�WUDQVIHU�SHPHULQWDK�SXVDW��0HQXUXW�0DUWLQH]�
dan McNab (2003) hubungan antara desentralisasi 
¿VNDO�GHQJDQ�SHUWXPEXKDQ�HNRQRPL�\DQJ�EHUVLIDW�
multidimensional, dapat dibedakan dalam hubungan 
yang bersifat direct dan indirect. Hubungan yang 
bersifat langsung didasarkan pada pendapat Oates 
(1993) yang menyebutkan bahwa penyediaan barang 
SXEOLN� GDODP� NHUDQJND� GHVHQWUDOLVDVL� ¿VNDO� DNDQ�
PHQLQJNDWNDQ� H¿VLHQVL� \DQJ� DNDQ� GLFDSDL� VHODUDV�
dengan setting pertumbuhan ekonomi yang dicapai. 

Hubungan yang bersifat langsung antara 
desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi 
seperti yang diungkapkan Oates (1993) masih 
memerlukan pengembangan lebih lanjut, namun 
ada beberapa potensi yang dapat dikembangkan 
terkait masalah hubungan tidak langsung antara 
desentralisasi dengan pertumbuhan ekonomi.

Penelitian yang menggambarkan hubungan 
GHVHQWUDOLVDVL�¿VNDO�GHQJDQ�SHUWXPEXKDQ�HNRQRPL�
juga dilakukan oleh Oates (1993) yang menyatakan 
bahwa desentralisasi akan menciptakan efisiensi 
ekonomi dan memiliki pengaruh pembentukan 
dinamis pada pertumbuhan ekonomi. Tetapi pengaruh 
dari desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan 
ekonomi masih banyak diperdebatkan baik dari 
sisi teori maupun studi empiris yang juga terus 
berkembang. Pada awalnya yang lebih diperhatikan 
adalah kuantitas pengeluaran pemerintah, namun 
ada tahap selanjutnya mengenai aspek-aspek lain 
dari kebijakan pemerintah. Selain cross section 
studies yang dilakukan Baffes dan Shah (1998) 
dan Aschauher (2000), hubungan antara kebijakan 
¿VNDO�GHQJDQ�SHUWXPEXKDQ�HNRQRPL�SDGD� WLQJNDW�
daerah di suatu negara juga telah mendapat 
perhatian, seperti halnya studi yang dilakukan oleh 
Rappaport (1999) dengan kasus di Amerika Serikat. 
8QWXN�NDVXV�GL� ,QGRQHVLD�%UDWD�GDQ�$UL¿Q� �������
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juga telah menganalisis aspek fiskal pemerintah 
daerah terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi di 
Indonesia.

Jin dan Zou (2002) melakukan penelitian 
PHQJHQDL�GHVHQWUDOLVDVL�¿VNDO�GL�&KLQD��PHQGDSDWNDQ�
hasil bahwa desentralisasi pengeluaran tidak 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi di provinsi-
provinsi China. Hal tersebut mengindikasikan bahwa 
pemerintah pusat lebih efisien dalam mengatur 
pengeluarannya dibanding pemerintah daerah Zhang 
dan Zou (1998). Sedangkan desentralisasi di bidang 
penerimaan berpengaruh positif dan signifikan, 
hal ini mendukung teori yang dikemukakan oleh 
Shah dan Mundial (1994) bahwa desentralisasi 
penerimaan akan menstimulasi mobilisasi 
penerimaan dari sumber-sumber keuangan daerah. 
Hasil ini mendukung hal yang fundamental bahwa 
pengaruh dari desentralisasi sangat tergantung pada 
LQVWLWXVL�¿VNDO�GDQ�VLVWHP�SROLWLN�\DQJ�DGD�GL�QHJDUD�
tersebut. Hal ini sesuai dengan penelitianRodden and 
5RVH�$FNHUPDQ� �������EDKZD�GHVHQWUDOLVDVL�¿VNDO�
terhambat jika pemerintah daerah tidak memiliki 
kapasitas yang memadai dibanding pemerintah 
pusat. Teori mengenai rancangan desentralisasi 
fiskal menyarankan sejumlah potensial trade off 
DQWDUD�H¿VLHQVL�GDQ� WXMXDQ� ODLQQ\D� VHSHUWL� HTXDOLW\�
dari distribusi sumber daya antar pemerintah 
atau stabilitas makroekonomi. Beberapa penulis 
mengatakan bahwa memberikan sedikit kebijakan 
makroekonomi pada pemerintah daerah akan 
meningkatkan stabilitas makroekonomi (shah 2006). 

Pemberlakuan undang-undang 32 dan 33 tahun 
2004 mengenai keuangan pemerintah daerah telah 
menyebabkan perubahan yang cukup berarti bagi 
sistem keuangan pemerintahan di Indonesia. Dari 
undang-undang tersebut pendelegasian sistem 
keuangan dari pemerintah pusat ke daerah telah 
merubah pemerintahan yang dahulunya sentralistik 
menjadi lebih terdesentralisasi. Kedua undang-
undang mengenai desentralisasi tersebut telah 
memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah 
untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya, 
termasuk kewenangan untuk memanfaatkan dan 
mengalokasikan keuangannya. Dengan besarnya 
wewenang yang dilipahkan ke pemerintah daerah, 
maka diharapkan pemerintah daerah dapat 
meningkatkan perekonomian daerah yang tercermin 
dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi.

DATA DAN METODOLOGI 

Model yang digunakan dalam penelitian untuk 
PHQJHWDKXL�SHQJDUXK�GDUL�GHVHQWUDOLVDVL�¿VNDO�GDODP�

pertumbuhan ekonomi mengguakan sampel pada 
kabupaten dan kota di provinsi Jawa, Sulawesi dan 
Papua. Pengambilan sampel pada kabupaten/kota 
di pulau jawa diharapkan mampu menggambarkan 
dan mewakili Indonessia bagian Barat sedangkan 
pulau Sulawesi mewakili Indonesia tengah dan timur. 
Periode yang diambil antara tahun 2010 – 2012 
dengan menggunakan data panel dimana akan dipilih 
pendekatan yang terbaik dari FRPPRQ�H̆HFWV��¿[HG�
H̆HFW�atau UDQGRP�H̆HFW. Untuk mengatasi berbagai 
macam asumsi klasik maka digunakanlah pendekatan 
)HDVLEOH�*HQHUDOL]HG�/HDVW�6TXDUH (FGLS).
*XQD�PHQJHWDKXL� GDPSDN� GHVHQWUDOLVDVL� ¿VNDO�

terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah peneliti 
mengadopsi model pertumbuhan ekonomi dari sisi 
permintaan. Kemudian diadopsi bersama dengan 
variabel kontrol model dari Nobuo Akai (2002) seperti 
2SHQHVV, pertumbuhan penduduk dan pendidikan 
sebagai berikut dirumuskan seperti rumus (1).

GrYit� �Į0���ǃ1RBMIit��ǃ2AIIit���ǃ3AIIIit + 
�����������ǃ4 (GrG)it���ǃ5(GrJP)it + vit ..................(1)

Variabel terikat dalam penelitian yang dilakukan 
adalah pertumbuhan ekonomi yang digambarkan 
dengan pertumbuhan PDRB di setiap provinsi. 
Variabel bebas pada penelitian ini menggunakan 
pengeluaran pemerintah dan untuk variabel kontrol 
menggunakan, pertumbuhan jumlah penduduk. 
Definisi operasional variabel-variabel tersebut 
adalah, SHUWDPD�pertumbuhan ekonomi digunakan 
pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto. 
Kedua, Pengeluaran pemerintah menggunakan Rasio 
Belanja Modal (RBM) yang merupakan proxy untuk 
ukuran kemampuan daerah dalam pelaksanaan 
belanja modal daerah terkait dengan pelimpahan 
wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah 
daerah. Rasio Belanja Modal di dapatkan dari rasio 
antara belanja modal kabupaten atau kota terhadap 
total belanja kabupaten atau kota, belanja modal 
kabupaten atau kota digunakan dalam satuan juta 
rupiah. Ketiga, Authority Indicator (AII) adalah 
proxy yang digunakan sebagai ukuran kemampuan 
daerah dari transfer dalam penciptaan pertumbuhan 
ekonomi. Authority Indicator didapatkan dari 
pendapatan asli daerah kabupaten/ Kota terhadap 
penerimaan total kabupaten/Kota dengan tidak 
menyertakan transfer dari provinsi. 
.HHPSDW��transfer dan penerimaan total provinsi 

dalam satuan juta rupiah Authority Indicator 
(AIII) adalah proxy yang digunakan sebagai 
ukuran kemampuan pendapatan asli daerah dalam 
kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi. 
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Authority Indicator didapatkan dari rasio pendapatan 
asli daerah kabupaten/kota terhadap penerimaan 
total provinsi dengan memasukkan transfer dari 
provinsi dan pemerintah pusat. Nilai pendapatan dan 
penerimaan total provinsi dalam satuan juta rupiah. 
Kelima Pertumbuhan Jumlah Penduduk (GrJP) 
adalah proxy yang digunakan untuk menggambarkan 
salah satu faktor penggerak pertumbuhan ekonomi di 
negara berkembang. Keenam Pertumbuhan belanja 
pemerintah daerah (GrG) adalah ukuran untuk 
mengetahui tingkat perkembangan total belanja 
daerah di setiap tahunnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelimpahan wewenang dan tata kelola keuangan 
dari pemerintah pusat ke daerah dapat memberi 
ruang kepada daerah untuk meningkatkan ekonomi 
sesuai dengan potensi yang dimiliki. Melalui 
keleluasaan pengelolaan keuangan diharapkan 
pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran 
untuk peningkatan pelayanan publik serta kegiatan 
ekonomi masyarakat. 

Dukungan pemerintah pusat dalam peningkatan 
ekonomi di daerah tidak hanya melalui pelimpahan 
kewenangan dan keuangan saja. Kebijakan lain untuk 
meningkatkan ekonomi daerah juga dilakukan oleh 
pemerintah pusat salah saatunya melalui kebijakan 
percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi 
Indonesia. Kebijakan pemerintah tersebut merupakan 
upaya dalam memaksimalkan eksploitasi sumber 
daya sesuai dengan keunggulan daerah masing-
masing.

Perubahan pola pengelolaan keuangan pasca 
GLEHUODNXNDQQ\D�GHVHQWUDOLVDVL�¿VNDO�GL� ,QGRQHVLD�
pada tahun 1999 telah memberikan banyak perubahan 
dalam tata kelola keuangan daerah. Pemerintah 
daerah yang dipandang memiliki informasi lebih 
mengnai keunggulan daerahnya diharapkan mampu 
mengelola dana transfer dari pemerintah pusat. 

Seperti terlihat pada Tabel 1 bahwa sebelum 
GLEHUODNXNDQQ\D�GHVHQWUDOLVDVL�¿VNDO�GDQD� WUDQVIHU�
yang diberikan oleh pemerintah pusat masih sedikit 
yaitu 503 Milyar untuk dana bagi hasil dan meningkat 
menjadi 3,5 Triliun di tahun 2000. Namun jika 
dibandingkan dengan setelah desentralisasi jumlah 
tersebut sangat sedikit bahkan terjadi peningkataan 
sebesar 4,9 kali dari tahun 2000 ke 2001. Secara 
bertahap pemerintah pusat telah memberikan 
dana yang berlimpah untuk daerah dengan tujuan 
pemerintah daerah mampu meningkatkan Standar 
Pelayanan Minimum (SPM) supaya kegiatan 
masyarakat dapat berjalan dengan baik.

Pada masa sebelum desentralisasi diberlakukan 
pemerintah daerah tidak diberikan kesempatan 
untuk dapat mengelola keuangannya sendiri 
termasuk alokasi belanja daerah. Seluruh belanja 
kegiatan pemerintah daerah menjadi tanggung jawab 
pemerintah pusat, hal tersebut akan berdampak 
kepada terhambatnya ide kreatif daerah dalam 
pengembangan pembangunan daerah.

Dana Alokasi Umum yang berfungsi sebagai 
penyelaras keuangan daerah telah mengalami 
peningkatan yang cukup signifikan pasca 
desentralisasi, informasi pada Tabel 1 menunjukkan 
bahwa dana alokasi umum untuk daerah dengan 
27 provinsi pada tahun 1990 sebesar 6,5 Triliun 
dan meningkat pesat di tahun 2012 menjadi 273,8 
Triliun Rupiah. Hal tersebut menggambarkan 
bahwa untuk meningkatkan pembangunan dan 
pertumbuhan ekonomi di daerah pemerintah pusat 
sangat mengharapkan peran aktif dari alokasi belanja 
yang tepat dari pemerintah daerah. Seiring dengan 
berjalannya waktu pemerintah daerah menjadikan 
dana perimbangan sebagai sumber utama pembiayaan 
kegiatan pemerintah daerah, hal tersebut dapat 
berdampak positif bagi daerah dengan berasumsi 
bahwa dana perimbangan merupakan tambahan 
modal bagi pemerintah daerah dengan harapan 
penambahan dana tersebut mampu dijadikan pemicu 
pertumbuhan ekonomi daerah.

Desentralisasi fiskal yang telah berjalan lebih 
dari 10 tahun di Indonesia secara perlahan telah 
membawa dampak positif terhadap pertumbuhan 
ekonomi di daerah. Secara umum hasil analisis 
menunjukkan bahwa desentralisasi telahberdampak 
positif terhadap pertumbuhanekonomi di daerah. 
Nilai pertumbuhan dapat semakin besar ketika modal 
yang diterima oleh pemerintah daerah dialokasikan 
atau dibelanjakan pada sektor yang dapat memicu 
kegiatan ekonomi secara luas.

Seiring dengan besarnya limpahan wewenang 
dari pemerintah pusat, desentralisasi memberi 
dampak kepada biaya pelaksanaan pemerintahan 
yang semakin tinggi. secara rata-rata rasio transfer 
terhadap total pendapatan Provinsi mengalami 
penurunan hingga dibawah 50% di tahun 2012. 
Penurunan rasio tersebut memberi indikasi awal 
bahwa desentralisasi tidak selalu memberi efek 
negatif terhadap ketergantungan pendanaan. 
Dibutuhkan waktu yang cukup untuk dapat memberi 
ruang kepada daerah dalam memenuhi kegiatan 
pemerintah daerah dari pendapatan asli daerah. 

Desentralisasi yang digambarkan dengan 
belanja modal daerah terbukti mampu membantu 
pertumbuhan ekonomi di daerah. Pengaruh positif 
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tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah 
daerah telah memulai proses transisi untuk 
dapat meningkatkan pandapatan daerah melalui 
keuntungan belanja modal. Salah satu yang 
diterapkan oleh pemerintah daerah dalam belanja 
modal adalah belanja untuk peningkatan kualitas 
sumber daya manusia baik di lingkungan pemerintah 
sebagai penyedia jasa pelayanan publik ataupun 
untuk masyarakat luas dengan tujuan meningkatkan 
kualitas ketersediaan tenaga kerja. 

Seiring dengan peningkatan proporsi dana transfer 
yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada 
pemerintah daerah (Tabel 1) diharapkan mampu 
meningkatkan peran pemerintah daerah dalam 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi sesuai dengan 
karakterwilayah yang dimiliki. Dana transfer yang 
diberikan tidak hanya berfungsi untuk menutup 
VHODK�¿VNDO�\DQJ�GLKDVLONDQ�GDUL�DNWLYLWDV�SHPHULQWDK�
daerah, namun lebih kepada memberikan stimulus 
untuk percepatan pertumbuhan ekonomi.

Stimulus yang diberikan untuk mempercepat 
pertumbuhan ekonomi dapat berupa belanja daerah 
dibidang pendidikan. Pendidikan yang difasilitasi 
oleh pemerintah daerah dapat berupa pendidikan 
formal maupun non formal. Tujuannya adalah 
untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia 
sehingga dapat meningkatkan daya tawar pada pasar 
tenaga kerja.

Keterangan: Dep.var pertumbuhan PDRB (2010-
������SDGD�7DEHO���GLWXQMXNNDQ�QLODL�NRH¿VLHQ��EDULV�
pertama) dan t-statistik (baris kedua) dengan level 
VLJQL¿NDVL�����


�����

�����
���-XPODK�REVHUYDVL�
sebanyak 644 kab/kota di Pulau Jawa & Sulawesi

Beberapa skenario yang diambil untuk mendapat-
kan gambaran yang lebih lengkap dari desentralisasi 
yang telah diterapkan di Indonesia sejak lebih dari 
satu dasawarsa yang lalu (Tabel 2). Hasil menunjuk-
kan dengan menggunakan seluruh variabel desentral-
isasi (skenario 3 pada 1.3 di Tabel 2) yang digunakan 
menggambarkan bahwa unutuk rasio belanja modal 
(RBM) yang menggambarkan kemampuan daerah 
dalam pelaksanaan belanja modal daerah terkait den-
gan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke 

pemerintah daerah menunjukkan hasil yang positif.
Besaran belanja modal menjadi salah satu alat 

untuk memicu pertumbuhan ekonomi di daerah. 
Semakin tinggi belanja modal yang dilakukan oleh 
pemerintah daerah, maka akan meningkatkan 
pendapatan masyarakat dan meningkatkan pola 
konsumsi yang pada akhirnya dapat meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi. 

Kewenangan yang diberikan dari pemerintah 
pusat akan meningkatkan belanja daerah, namun 
belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah 
dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi dari sisi 

Tabel 1. Perkembangan Dana Perimbangan (Milyar Rupiah)

Keterangan
Tahun Skala Perubahan

1990 2000 2001 2012 1990-2000 2001-2012 2000-2001
Dana Bagi Hasil 503 3,54 21,18 108,42 6.0 4.1 4.98
Dana Alokasi Umum 6,55 30,35 60,51 273,81 3.6 3.5 0.99
Dana Alokasi Khusus - - 701 26,11 0.0 36.3
Dana Perimbangan 7,06 33,89 82,40 408,35 3.8 4.0 1.43
 Sumber : SEKI Bank Indonesia (data diolah), 2014

7DEHO����2XWSXW�5HJUHVL�GHQJDQ�5DQGRP�H̆HFW�)*/6
Variabel 1.1 1.2 1.3
RBM 0,857

[37,16]*
0,829

[35,04]*
0,846

[36,33]*
AI1 0,046

[6,91]*
- 0,0391

[5,43]*
AI2 - 0,137

[5,056]*
0,0824

[2,899]*
GRBELANJA 0,002

[0,490]
0,0002
[0,055]

0,0017
[0,410]

GRJP 0,047
[1,27]

0,0214
[0,569]

0,0435
[1,179]

Coef. -0,01
[-1,45]

0,0044
[0,709]

-0,0128
[-1,4]***

R2 0,685 0,608 0,69
Sumber : hasil olah data, 2014

Gambar 1. Rata-rata perkembangan Belanja dan Trans-
fer 2005-2010

Sumber : DJKP, data diolah. 2014
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peningkatan konsumsi masyarakat (Gambar 1). Nilai 
positif pada rasio belanja pegawai menunjukkan 
bahwa pertumbuhan ekonomi di daerah dapat 
dipicu dari peningkatan pendapatan masyarakat, 
dimana peningkatan pendapatan tersebut diperoleh 
dari tingginya dana transfer yang diberikan oleh 
pemerintah pusat. Pada sisi lain seharusnya 
peningkatan pendapatan pegawai provinsi lebih 
disebabkan dari peningkatan PAD, namun PAD 
hanya membiayai pengeluaran rutin daerah kurang 
dari 30 persen (Iskandar, 1993). Sehingga kebutuhan 
rutin pemerintah daerah sebagian besar dipenuhi 
oleh dana transfer, hal tersebut yang membuat 
proporsi dana transfer untuk pembangunan daerah 
berkurang.

Masih pada skenario yang ketiga variabel kedua 
yaitu AII yang menggambarkan ukuran kemampuan 
daerah dari transfer dalam penciptaan pertumbuhan 
ekonomi, dimana rasio tersebut menggunakan 
Pendapatan Asli Daerah dan penerimaan total 
(tanpa transfer pemerintah pusat). Hasil analisis 
menunjukkan nilai yang positif dan signifikan 
yang berarti bahwa setiap peningkatan penerimaan 
dengan menghilangkan transfer pemerintah pusat 
kepada pemerintah daerah akan direspon dengan 
pertumbuhan ekonomi yang positif pula.

Besaran pertumbuhan ekonomi daerah tanpa 
adanya transfer dari pemerintah pusat menjadi 
sebuah hasil yang menarik. Hal tersebut memberikan 
gambaran bahwa pemerintah daerah telah mampu 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi meskipun 
transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat 
ditiadakan. Indikasi yang lain untuk menggambarkan 
hasil terebut adalah telah terjadi peningkatan 
pendapatan asli daerah yang mampu dipergunakan 
untuk menggerakkan perekonomian.

Belanja pemerintah daerah merupakan stimulus 
dalam menggerakkan perekonomian. Meskipun 
belanja yang dipergunakan sebagian besar 
dipergunakan untuk belanja kegiatan rutin seperti 

belanja pegawai, jika dilihat dari sisi konsumsi 
setiap pengeluaran dapat menciptakan pertumbuhan 
ekonomi. Pemberian remunerasi, insentif tambahan 
bagi pegawai pemerintah daerah dan bonus lainnya 
dalam jangka pendek dapat meningkatkan konsumsi 
masyarakat yang kemudian dikonversi dalam bentuk 
pertumbuhan ekonomi. 

Provinsi yang terletak di pulau Jawa dan Sumatera 
menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang konsisten 
meskipun terjadi pengurangan dana transfer dari 
pemerintah pusat. Kegiatan bisnis pemerintah daerah 
yang dilakukan BUMD dan pendapatan dari retribusi 
mampu mengurangi beban belanja rutin. Secara rata-
rata rasio yang dihasilkan dari PAD terhadap tetal 
pendapatan di Pulau Jawa lebih dari 50% (Tabel 3). 

Hasil analisis pada variabel ketiga yaitu AIII yang 
merupakan ukuran kemampuan pendapatan asli 
daerah dalam kontribusinya terhadap pertumbuhan 
ekonomi. Nilai yang dihasilkan dari analisis adalah 
SRVLWLI��������GHQJDQ�OHYHO�VLJQL¿NDVL�GLEDZDK�����
Hal tersebut menunjukkan bahwa desentralisasi 
telah mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi 
di daerah.

Hasil berbeda didapatkan antara skenario ke 
dua (hasil 1.2) dan ketiga (1.3) terutama pada 
QLODL� NRH¿VLHQQ\D�� -LND� EHUDVXPVL� VHPXD� YDULDEHO�
dianggap kosntan, maka skenario kedua menyatakan 
EDKZD�GHVHQWUDOLVDVL�¿VNDO�DNDQ�EHUGDPSDN�SRVLWLI�
kepada pertubuhan ekonomi di daerah, namun hal 
sebaliknya ditunjukkan pada hasil dengan skenario 
1.3.

Secara umum dari sampel yang diambil yaitu pada 
seluruh kabupaten dan kota yang berada di pulau Jawa 
dan Sulawesi dapat dinyatakan bahwa pelimpahan 
wewenang kepada pemerintah daerah mampu 
menciptakan pertumbuhan ekonomi. Meskipun 
belum semua indikator desentralisasi menunjukkan 
arah yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi, 
namun beberapa hal penting seperti kemampuan 
pemerintah daerah dalam membelanjakan keuangan 

Tabel 3. Rasio PAD dan DAPER terhadap Total Pendapatan

Pulau
Rata-rata Rasio PAD thd Total 

Pendapatan Rata-rata Rasio DAPER thd Total Pendapatan

2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010

Sumatera 44% 35% 33% 39% 41% 75% 49% 50% 55% 52%
Jawa 67% 61% 55% 63% 63% 37% 21% 33% 36% 36%
Kalimantan 42% 36% 29% 38% 42% 88% 32% 52% 60% 56%
Sulawesi 26% 22% 23% 27% 28% 82% 60% 75% 69% 68%
Bali. NTT & NTB 42% 41% 38% 40% 40% 60% 44% 62% 59% 57%
Papua 5% 3% 5% 5% 5% 76% 24% 66% 66% 31%
Sumber : DJKD data diolah. 2014
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yang dapat memicu pertumbuhan ekonomi serta 
kemampuan PAD dalam memicu pertumbuhan 
ekonomi (AIII) dapat mewakili representasi 
keberhasilan penerapan desentralisasi di Indonesia.

Meskipun hasil dari analisis pada kabupaten 
dan kota yang berada di pulau Jawa dan Sulawesi 
WLGDN�PHQXQMXNNDQ�KXEXQJDQ�\DQJ� VLJQL¿NDQ�DWDV�
pertumbuhan belanja dengan pertumbuhan ekonomi, 
namun keberadaannya menunjukkan arah yang 
positif. Hasil tersebut menghasilkan gambaran 
bahwa besaran belanja pemerintah daerah akan 
berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Tidak terbatas kepada belanja modal saja, namun 
berbagai macam pengeluaran pemerintah akan selalu 
direspon positif oleh pertumbuhan ekonomi. Teori 
pertumbuhan ekonomi dengan pendekatan kuantitas 
menunjukkan bahwa semakin tinggi belanja maka 
dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi 
semakin baik. Belanja pegawai yang dilakukan oleh 
pemerintah daerah yang proporsinya secara rata-rata 
dapat mencapai lebih dari 40% tentu akan direspon 
positif oleh pertumbuhan ekonomi.

Desentralisasi menyarankan untuk meminimumkan 
FHODK�¿VNDO�VXSD\D�SHUWXPEXKDQ�HNRQRPL�GL�GDHUDK�
lebih baik. Kemampuan daerah untuk meningkatkan 
NDSDVLWDV� ¿VNDO� GHQJDQ� WXMXDQ�XQWXN�PHQJXUDQJL�
clah fiskal yang terjadi dapat dilakukan dengan 
berbagai macam cara, salah satunya adalah dengan 
memperhatikan dan meningkatkan sumber daya 
manusia serta peningkatan sarana insfrastruktur guna 
memperlancar roda perekonomian. Desentralisasi 
fiskal terhambat jika pemerintah daerah tidak 
PHPLOLNL�NDSDVLWDV�¿VNDO� \DQJ�PHPDGDL�GLEDQGLQJ�
pemerintah pusat (Rodden dan Rose-Ackerman, 
1997). 

Kemampuan daerah dalam menciptakan 
SHQGDSDWDQ�DVOL�PHQ\HEDENDQ�NHWHUJDQWXQJDQ�¿VNDO�
kepada pemerintah pusat. Setidaknya terdapat lima 
penyebab utama rendahnya pendapatan asli daerah 
(Kuncoro, 2010): SHUWDPD, kurang berperannya 
perusahaan daerah sebagai sumber pendapatan 
daerah; kedua, tingginya derajat sentralisasi dalam 
bidang perpajakan; ketiga kendati pajak daerah 
cukup beragam, ternyata hanya sedikit yang bisa 
diandalkan sebagai sumber penerimaan; kHHPSDW� 
faktor politis, terdapat kekhawatiran jika daerah 
mempunyai sumber keuangan yang tinggi akan 
mendorong terjadinya disintegrasi dan sepatisme; 
kelima, kelemahan dalam pemberian subsidi dari 
pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sejak 
diberlakukannya otonomi daerah pemerintah pusat 
memberikan subsidi dalam bentuk block grants dan 
VSHVL¿N��3HUEHGDDQ�GLDQWDUD�NHGXDQ\D�DGDODK�EDKZD�

daerah memiliki keleluasaan dalam penggunaan 
dana subsidi blok, sedang penggunaan dana subsudi 
VSHVL¿N�VXGDK�GLWHQWXNDQ�ROHK�SHPHULQWDK�SXVDW�GDQ�
daerah tidak punya keleluasaan dalam penggunaan 
dana tersebut.

Pertumbuhan ekonomi daerah dapat berjalan 
dengan baik jika Pendapatan asli daerah mampu 
PHQFXNXSL�NHEXWXKDQ�¿VNDO�VHUWD�GDSDW�PHPHQXKL�
kebutuhan publik. Hasil analisis menunjukkan nilai 
yang positif dan signifikan pada pengaruh rasio 
Pendapatan Asli Daerah terhadap pertumbuhan 
ekonomi di daerah. Nilai yang positif tersebut 
menunjukkan bahwa pemerintah daerah dalam 
memenuhi standart pelayanan minimum yang 
dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dapat 
terselenggara dari pendanaan Pendapatan Asli 
Daerah.

Kewenangan yang diberikan oleh pemerintah 
pusat ke daerah akan semakin efektif jika nilai rasio 
otonomi yang dihasilkan semakin besar, selain 
itu otonomi menjadi semakin baik jika kebutuhan 
¿VNDO�GDHUDK�GLELD\DL�GDUL�SHQGDSDWDQ�DVLO� GDHUDK�
(Akai Sakata, 2002). Pendapatan asli daerah 
sangat tergantung kepada sumber daya alam yang 
dimiliki serta jumlah penduduk. Pendapatan pajak 
dan retribusi merupakan salah satu penyumbang 
pendapatan asli daerah, namun jika daerah yang 
berpenduduk sedikit maka pemanfaatan sumber daya 
alam oleh BUMD dapat meningkatkan pendapatan 
asli daerah.

Pendapatan daerah melalui transfer menjadi 
variabel penting dalam pertumbuhan ekonomi. 
Semakin besar peranan dana transfer dalam 
PHQXWXS�NHEXWXKDQ�¿VNDOQ\D�PDND�DNDQ�PHQJXUDQJL�
kemandirian pemerintah daerah dalam menciptakan 
pertumbuhan ekonomi. Pengaruh negatif yang 
ditunjukkan dalam analisis antara pendapatan 
asli daerah dengan pertumbuhan ekonomi telah 
menggambarkan bahwa investasi pemerintah di 
sektor layanan umum tidak secara langsung dapat 
menciptakan pertumbuhan ekonomi yang positif. 

Kabupaten dan kota yang terletak di pulau Jawa 
menunjukkan kemandirian dalam peningkatan 
pertumbuhan ekonomi di daerah. Proporsi pendapatan 
asli daerah terhadap total pendapatan mencapai lebih 
dari 50%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa telah 
terjadi peningkatan peran aktivitas ekonomi daerah 
dalam menyumbang pendapatan. Pemerintah pusat 
dapat mengurangi proporsi DAU yang kemudian 
diganti dengan DAK untuk membantu pemerintah 
daerah pada masalah yang paling substansial yaitu 
peningkatan kualitas sumber daya manusia. 

Dalam undang-undang pemerintah daerah 
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memang diberikan ruang untuk mendapatkan 
nilai tambah dari dana transfer dari sisi DAU. 
7DPEDKDQ�WHUVHEXW�GLDNLEDWNDQ�NHEXWXKDQ�¿VNDO�GDUL�
pemerintah daerah yang tidak mampu dicukupi dari 
pendapatan asli daerah. Pada fase awal desentralisasi 
¿VNDO�GLEHUODNXNDQ�SHUDQ�SHPHULQWDK�SXVDW�GDODP�
menutup kebutuhan fiskal pemerintah daerah 
PXWODN�GLSHUOXNDQ��'LKDUDSNDQ�GHVHQWUDOLVDVL�¿VNDO�
di era otonomi daerah mampu tercukupi dari Dana 
Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus. Dana Bagi 
Hasil merupakan indikator kekuatan ekonomi 
daerah dari aktivitas masyarakat yang dilihat dari 
penerimaan pajak. Semakin besar Dana Bagi Hasil 
yang didapatkan oleh pemerinta daerah, maka 
mengindikasikan bahwa pemerintah telah terjadi 
peningkatan aktivitas ekonomi di daerah. Namun 
jika terjadi penignakatan pada Dana Alokasi Umum 
maka mengindikasikan bahwa daerah belum mampu 
VHSHQXKQ\D�PHQFXNXSL�NHEXWXKDQ�¿VNDOQ\D��

Dana Alokasi Khusus merupakan pendanaan 
pemerintah pusat untuk program yang menjadi 
prioritas Nasional. Pelaksana dari DAK adalah 
pemerintah daerah yang berkoordinasi dengan 
pemerintah pusat. Semakin kecil DAK maka dapat 
dinyatakan bahwa pemerintah daerah telah mampu 
menyediakan serta melaksanakan program prioritas 
Nasional. 

Pemerintah daerah sebagai penyedia kebutuhan 
publik diharapkan dapat mempercepat laju 
pertumbuhan ekonomi. kegiatan masyarakat 
menjadi lebih lancar jika sarana infrastruktur dapat 
terpenuhi dengan baik. Layanan pemerintah dalam 
penyediaan sarana infrastruktur dapat menigkatkan 
arus investasi di daerah. 

Insfrastruktur merupakan salah satu cara untuk 
menarik investor, namun ketersedian sumber daya 
manusia yang mencukupi menjadi kekuatan dalam 
menggerakkan roda perekonomian. Pelaksanaan 
desentralisasi fiskal akan berjalan dengan baik 
apabila berpedoman pada kualitas sumberdaya 
manusia yang kapabel dalam menggantikan peran 
sebelumnya yang merupakan peran pemerintah pusat 
Halim (2007). Meningkatnya sumber daya manusia 
di daerah akan memberikan berbagai macam dampak 
positif bagi pembangunan daerah. Kegiatan ekonomi 
yang dilakukan swasta menjadi lebih baik karena 
mendapatkan input produksi sumber daya manusia 
yang semakin baik. Hal tersebut akan berdampak 
pada alur investasi daerah yang semakin meningkat. 

Pembentukan pendapatan asli daerah dari 
kegiatan ekonomi masyarakat menjadi tujuan utama 
pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan 
ekonomi. Pendapatan asli daerah dapat berupa 

sumber daya alam ataupun bentuk aktifitas lain 
seperti jasa. Namun peran pemerintah pada massa 
desentralisasi akan menjadi penting karena pengaruh 
dari desentralisasi sangat tergantung pada institusi 
¿VNDO�GDQ�VLVWHP�SROLWLN�\DQJ�DGD�GL�QHJDUD�WHUVHEXW��
Desentralisasi fiskal terhambat jika pemerintah 
daerah tidak memiliki kapasitas yang memadai 
dibanding pemerintah pusat (Rodden dan Rose-
Ackerman, 1997).

SIMPULAN

Meningkatnya belanja pemerintah daerah 
akan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi, 
peningkatan belanja dapat dilakukan di sisi 
pengeluaran rutin seperti belanja pegawai. 
Peningkatan belanja pegawai mampu meningkatkan 
konsumsi masyarakat yang merupakan salah satu 
pemicu pertumbuhan ekonomi. Sedangkan belanja 
modal pada era desentralisasi dimana pemerintah 
daerah telah diberikan kewenangan sepenuhnya 
dalam mengalokasikan belanja modal secara 
bertahap telah mampu meningkatkan pertumbuhan 
ekonomi di daerah. Belanja modal yang dilakukan 
oleh pemerintah daerah tidak hanya pada bentuk 
¿VLN�NHJLDWDQ��QDPXQ�MXJD�SDGD�VHNWRU�SHQLQJNDWDQ�
sumber daya manusia, dimana hal tersebut akan 
membentuk pertumbuhan ekonomi yang konsisten.

Variabel Authority Indicator (AII dan AIII) yang 
merupakan ukuran kemampuan daerah dalam 
penciptaan pertumbuhan ekonomi di daerah 
mempunyai nilai yang positif dan signifikan. 
Indikator desentralisasi kemampuan pendapatan asli 
daerah dalam pembentukan total pendapatan telah 
menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah mampu 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

SARAN

Kebijakan desentralisasi tidak hanya kepada 
pengelolaan keuangan namun juga administrasi dan 
politik, oleh sebab itu perlu dilakukan kajian yang 
lebih merata terhadap gambaran dari desentralisasi. 
Melihat kontribusi transfer pemerintah pusat 
terhadap penerimaan jauh lebih besar dibandingkan 
kontribusi PAD sehingga memunculkan kesenjangan 
kekuasaan penerimaan dan belanja sehingga perlu 
ditinjau ulang keseimbangan antara fungsi, tugas dan 
kewajiban antar tingkat pemerintahan dapat tercapai.

Penelitian yang telah dilakukan memiliki 
keterbatasan dalam analisis yaitu belum terwakilinya 
seluruh kabupaten dan kota di Indonesia, sehingga 
penelitian hanya menghasilkan kesimpulan secara 
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sampel yang mewakili beberapa kabupaten dan kota 
di wilayah Indonesia bagian Barat dan beberapa kota 
di Indonesia bagian timur.
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